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Abstrak
 

Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur

akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya

perkawinan. Perkembangan yang terjadi di masyarakat, beberapa perjanjian perkawinan pembuatannya

dilakukan oleh pasangan suami-isteri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan

mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan

metode pendekatan yuridis normatif, dimana Penulis dalam meneliti mengacu pada aturan-aturan yang ada

untuk kemudian menjawab permasalahan yang timbul secara deskriptif. Melalui penelitian ini Penulis

menemukan jawaban bahwa pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada

saat dilangsungkannya perkawinan dan dalam hal pengajuan permohonan pemisahan maka unsur-unsur

yang terdapat dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terpenuhi terlebih dahulu.

<hr><i>Prenuptial agreement is an agreement that was made by the prospective husband and wife to

manage the problems that arise related to the possession of property or assets of their marriage. In the

provisions of Article 147 of the Indonesian Civil Code and Article 29 of Law No. 1 of 1974 on Marriage,

making the prenuptial agreement can only be done prior to or at the time of the marriage. Developments in

society, making prenuptial agreements made by the couple after the marriage took place by filing apply for

the establishment of the separation of property or assets to the District Court. This study was conducted with

normative juridical approach, which the author in researching refers to the rules that are answer the

problems that arise later descriptively. Through this study the author found an answer that the prenuptial

agreement making only can be done before or at the time of the marriage and in the case of application for

separation of property, the elements contained in Article 186 Indonesian Civil Code should be fulfilled

first.</i>
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